
 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

LAMPIRAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  

NOMOR 52 /POJK.04/2017 

TENTANG  

DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI 

KOLEKTIF  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



- 2 - 
 

 
 

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA 

PENAWARAN UMUM DINFRA 

 

        (Tempat), (tanggal)/(bulan)/(tahun) 

Nomor : …  

Lampiran : …  

Perihal : Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum 

DINFRA… (nama)  

      

         Kepada  

Yth. Kepala Eksekutif  

Pengawas Pasar Modal 

Otoritas Jasa Keuangan  

di Jakarta 

 

Dengan hormat, 

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka 

Penawaran Umum DINFRA … (nama), sejumlah … dengan nilai sejumlah Rp … 

I. Manajer Investasi 

1. Nama        : …………………………............. 

2. Alamat      : …………………………............. 

3. Nomor dan tanggal akta pendirian 

berikut perubahan anggaran dasar  : …………………………............. 

4. Nomor dan tanggal persetujuan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  : …………………………............. 

5. Nomor dan tanggal pengumuman dalam 

Berita Negara Republik Indonesia  : …………………………............. 

6. Nomor dan tanggal izin usaha 

dari Otoritas Jasa Keuangan  : …………………………............. 

7. Nomor Pokok Wajib Pajak    : …………………………............. 

8. Anggota direksi dan dewan komisaris : …………………………............. 

No Nama Kewarganegaraan Alamat 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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II. Bank Kustodian 

1. Nama        : …………………………............. 

2. Alamat      : …………………………............. 

3. Nomor dan tanggal akta pendirian 

berikut perubahan anggaran dasar  : …………………………............. 

4. Nomor dan tanggal persetujuan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  : …………………………............. 

5. Nomor dan tanggal pengumuman dalam 

Berita Negara Republik Indonesia  : …………………………............. 

6. Nomor dan tanggal persetujuan 

dari Otoritas Jasa Keuangan  : …………………………............. 

7. Nomor Pokok Wajib Pajak    : …………………………............. 

Anggota direksi dan dewan komisaris : …………................................ 

No Nama Kewarganegaraan Alamat 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

III. Akuntan 

1. Nama        : …………………………............. 

2. Alamat      : …………………………............. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak    : …………………………............. 

4. Nomor pendaftaran 

di Otoritas Jasa Keuangan  : …………………………............. 

 

IV. Konsultan Hukum 

1. Nama        : …………………………............. 

2. Alamat      : …………………………............. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak    : …………………………............. 

4. Nomor pendaftaran 

di Otoritas Jasa Keuangan  : …………………………............. 

V. Notaris 

1. Nama        : …………………………............. 

2. Alamat      : …………………………............. 
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3. Nomor Pokok Wajib Pajak    : …………………………............. 

4. Nomor pendaftaran  

    Otoritas Jasa Keuangan    : …………………...................... 

 

VI. Biro Administrasi Efek (jika ada) 

1. Nama        : …………………………............. 

2. Alamat      : …………………………............. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak    : …………………………............. 

4. Nomor pendaftaran di 

    Otoritas Jasa Keuangan    : ………………………………...... 

 

VII. Penjamin Emisi Efek (jika ada) 

1. Nama        : …………………………............. 

2. Alamat      : …………………………............. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak    : …………………………............. 

4. Nomor pendaftaran di 

    Otoritas Jasa Keuangan    : ……………………………......... 

 

VIII. Daftar dokumen yang dilampirkan: 

1. Kontrak Investasi Kolektif DINFRA disertai dengan format digitalnya; 

2. Salinan perjanjian yang berkaitan dengan Aset Infrastruktur; 

3. Dokumen penilaian Aset Infrastruktur baik investasi secara langsung 

dan/atau tidak langsung; 

4. Perjanjian kerjasama penawaran Unit Penyertaan (jika ada); 

5. Laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang 

dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

terkait DINFRA dan Aset Infrastruktur; 

6. Hasil uji tuntas atas Aset Infrastruktur yang ditandatangani oleh direksi 

Manajer Investasi; 

7. Dokumen Keterbukaan DINFRA (diberi meterai dan ditandatangani para 

pihak disertai dengan format digitalnya); 

8. Dalam hal DINFRA menggunakan Special Purpose Company, wajib 

menyertakan pula: 

a. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Special Purpose 

Company; 

b. ijin usaha dari pihak yang berwenang (jika ada); dan 

c. daftar Pihak yang terafiliasi dengan Special Purpose Company; 
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Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 
Yuliana 

9. Rencana pemasaran dan operasional DINFRA. 

 

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN 

PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL 

YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG 

DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK 

MENYESATKAN. 

 

 

MANAJER INVESTASI, 

 

Meterai 

 

.................................... 

Nama lengkap 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Juli 2017 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

  ttd 

 

MULIAMAN D. HADAD 

 

 

 


